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ABSTRAK

Terhadap kepailitan individu yang terikat perkawinan, maka timbul persoalan
mengenai siapa yang harus - bertanggung jawab atas pembayaran utang. Pada
putusan dalam fokus penelitian ini, Kurator mengajukan permohonan pembatalan
atas pencoretan harta bersama dalam boedel pailit mengingat tidak sahnya
perjanjian perkawinan yang mengikat Debitor dan istrinya. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetaui dan menganalisis kedudukan pejanjian perkawinan dalam
mekanisme kepailitan, pertimbangan hakim terkait putusan Nomor 562 K/Pdt.Sus-
Pailit/2021 dan akibat hukum kepailitan bagi suami istri dan pihak ketiga.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi
putusan yang akan meninjau dari pengaturan hukum terkait kepailitan dan
perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan perjanjian
perkawinan menurut hukum positif di Indonesia berpengaruh terhadap putusan
pernyataan pailit. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka kepailitan tidak
dapat dibebani untuk pasangan Debitor begitupun sebaliknya. Kemudian
Pengadilan dalam putusan tersebut menjatuhkan pailit persatuan harta karena tidak
sahnya perjanjian perkawinan. Sehingga akibat hukum sebagaimana Pasal 64 ayat
(1) UU Kepailitan, membebani harta bersama untuk melunasi utang Debitor. Akibat
hukum dari kepailitan Debitor juga turut berpengaruh terhadap para Kreditor
berupa pelunasan piutang yang turut menyertakan harta bersama. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman dan pengembangan hukum
kepailitan terkait kedudukan harta kekayaan suami istri tanpa perjanjian
perkawinan.

Kata Kunci: Harta Bersama; Kepailitan; Perjanjian Perkawinan; Perkawinan

Dosen Pembimbing tama Dosen Pembimbing Pembantu

—HE
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dunia bisnis tentu familiar dengan istilah pailit atau insolvensi. Istilah
kepailitan ini berasal dari bahasa Prancis yang akrab dikenal dengan kata “failler”
yang bermakna gagal. Kemudian dalam aturan hukum Indonesia yang termuat
dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (selanjutnya disebut UU Kepailitan), pailit diartikan sebagai sita umum
atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan
oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.*

Secara sederhana, menurut buku hukum kepailitan karangan Rahayu Hartini
bahwa kepailitan merupakan suatu tindak penyitaan aset milik Debitor yang
dimasukkan kedalam permohonan pailit.> Debitor yang dinyatakan dalam pailit
akan kehilangan haknya untuk menguasai harta bendanya namun tidak serta merta
kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum. Misalnya hak atas
kedudukannya sebagai orang tua (ayah atau ibu), sebagai suami atau istri atau
tindakan hukum lainnya.

Kepailitan merupakan jalan keluar terakhir bagi setiap Debitor yang

terdesak pada utangnya kepada para Kreditor. Keadaan Debitor yang tidak lagi

! Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

2 Hartini, R., Hukum kepailitan. UMMPress, Malang, 2020. Hal. 20.



mampu membayar utang-utangnya sementara ia telah jatuh tempo dan keadaan
yang dapat ditagih, membuatnya dapat diajukan permohonan pailit kepada
pengadilan oleh Kreditor. Mengingat hanya pengadilan saja yang dapat memutus
status pailit. Atau apabila atas kesadaran Debitor yang tidak lagi mampu membayar,
maka dimungkinkan pula untuknya mengajukan permohonan pailit.

Pengajuan permohonan pailit atas Debitor, dimungkinkan untuk diajukan
oleh Kreditor atau Debitor itu sendiri. Permohonan pailit yang diajukan oleh
Kreditor tidak serta merta dapat dimohonkan begitu saja. Karena mengacu pada UU
Kepailitan, pada bagian penjelasan disebutkan bahwa permohonan pailit harus
diajukan oleh lebih dari satu Kreditor dan ia harus dapat membuktikannya bahwa
Debitor memang terlibat utang kepada para Kreditor yang dimaksud. Atau apabila
Debitor merasa bahwa dirinya tidak lagi mampu melunasi utangnya, maka ia dapat
mengajukan sendiri kepada pengadilan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit.
Kemudian apabila permohonan pailit terbukti, proses penyitaan atas harta pailit
akan dilakukan oleh Kurator dan diserahkan penjualan hartanya untuk melunasi
utang kepada para Kreditor.

Kepailitan merupakan pelaksanaan atas prinsip paritas creditorium dan
prinsip pari passu prorate parte. Pada prinsip paritas creditorium memiliki arti
bahwa atas semua harta milik Debitor baik barang bergerak maupun tidak bergerak
yang saat ini dimilikinya maupun yang di kemudian hari akan dimilikinya, seluruh

harta tersebut akan terikat pada kewajiban Debitor dalam melunasi utang-



utangnya.® Hal ini sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 1131
KUHPerdata mengenai kebendaan milik si berutang yang sudah ada dan yang baru
akan menjadi tanggungan perikatan perseorangan.* Selanjutnya dalam Pasal 1132
KUHPerdata menerangkan bahwa atas kebendaan tersebut akan menjadi jaminan
bersama-sama bagi orang yang mengutangkan, kemudian atas penjualan kebendaan
yang ada akan dibagi menurut keseimbangan kecuali bila ada alasan yang sah untuk
didahulukan.®> Pada Pasal ini berarti harta kekayaan milik Debitor merupakan
jaminan bersama untuk para Kreditor yang hasilnya akan dibagikan secara
proporsional untuk mereka kecuali yang menurut undang-undang harus ada yang
didahulukan penerimaan pembayarannya.®

Terjadinya kepailitan disebabkan atas ketidakmampuan Debitor dalam
membayar utang. Prestasi tersebut bersumber dari perikatan yang timbul sebelum
diperjanjikan adanya pemberian kredit. Dalam memberikan kredit, risiko yang
dimungkinkan terjadi tentu perlu dipertimbangkan. Sehingga bagi Kreditor, suatu
jaminan diperlukan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pinjaman dan bagi
Debitor tentu harus menyanggupi syarat tersebut.’

Pada praktiknya, jaminan kredit terdiri atas jaminan kredit perorangan

(personal guarantee) dan jaminan kredit kebendaan (material guarantee). Jaminan

3 Kartini Mulyadi, Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang, dalam: Rudhy A. Lontoh (ed.),
Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
Alumni, Bandung, 2001. Hal. 168.

4 Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5 Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

6 Shubhan, M. H. Hukum Kepailitan. Prenada Media, Jakarta. 2015. Hal 3.

7 Halintari, Y. Y. “Status Harta Bersama yang didapatkan Setelah Putusan Pernyataan Pailit
dan Dimasukkan Sebagai Boedel Pailit Akibat Tindakan Actio Pauliana (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/PDT. SUS-PAILIT/2019)”. Indonesian
Notary, Universitas Indonesia 2 (38), 2020. Hal. 170.



kredit perorangan yaitu menjaminkan pihak ketiga kepada Kreditor. Sementara
jaminan kredit kebendaan yaitu harta benda bergerak maupun yang tidak bergerak
milik Debitor dijadikan jaminan kepada Kreditor.® Apapun bentuk jaminan yang
diajukan oleh Debitor dan disetujui bersama dengan Kreditor, maka jaminan
tersebut sah yang kemudian akan menimbulkan tanggung jawab pelunasan di
kemudian hari, termasuk jaminan yang menggunakan harta bersama.

Dalam praktik, harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan
pengajuan kredit baik oleh suami dan/atau istri. Harta bersama merupakan harta
yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang digunakan untuk keperluan
hidup bersama. Segala tindakan yang mengatasnamakan harta bersama tersebut,
antara suami dan istri harus bertindak secara bersama-sama dengan persetujuan
keduanya.® Apabila tindakan hukum tersebut tanpa adanya persetujuan dari
pasangan, maka tindakannya menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Dalam hal
jaminan harta bersama yang telah disetujui oleh pasangan suami dan istri, maka
pinjaman dana dapat dilanjutkan.

Kemudian persoalan timbul ketika pinjaman dana telah berlangsung, namun
di kemudian hari Debitor gagal untuk melunasi utangnya kepada Kreditor
sementara jaminan yang digunakan merupakan harta bersama. Atas

ketidakmampuan Debitor umtuk melunasi utang, maka jalan keluar terakhir Debitor

8 Prasetyawati, N., & Hanoraga, T., “Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai
Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik Piutang”. Jurnal Sosial Humaniora (JSH) 8(1). 120-134.
2015

° Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan



tersebut harus dinyatakan pailit. Perlu untuk diketahui bahwa dalam pengaturan

kepailitan di Indonesia, pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut.

1.

Orang atau badan pribadi (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan). Orang atau
badan pribadi yang dimaksud baik laki-laki atau perempuan yang tidak lagi
mampu membayar utang kepada para Kreditor;

Debitor yang telah menikah (Pasal 4 UU Kepailitan). Debitor yang telah
menikah dan terlibat dengan percampuran harta selama perkawinan
berlangsung;

Badan-badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Perkumpulan Perseroan
(Holding Company) beserta anak-anak perusahaannya yang diajukan
bersamaan maupun terpisah (lampiran Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan);
Bank yang hanya dapat diajukan oleh bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) UU
Kepailitan);

Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan kepada badan-badan hanya
dapat diajukan oleh badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat (4) UU
Kepailitan);

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau BUMN
yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonannya dapat
diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan); dan
Harta Peninggalan (Pasal 207-211 UU Kepailitan). Harta peninggalan atau
harta waris merupakan harta dari seorang yang telah meninggal dunia dan

apabila semasa hidupnya orang tersebut dalam keadaan berhenti membayar



utang atau si ahli waris yang tidak dapat mencukupi untuk membayar

utangnya.

Dalam lampiran Pasal 4 UU Kepailitan, permohonan pernyataan pailit yang
diajukan untuk Debitor yang menikah harus memenuhi persetujuan suami atau
istrinya, apabila diantara mereka ada percampuran harta. Kemudian dalam Pasal
119 KUHPerdata disebutkan bahwa mulai saat perkawinan berlangsung maka telah
berlaku persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri apabila memang tidak ada
perjanjian lain yang mengikat keduanya.

Perjanjian yang dibuat mengenai harta dalam perkawinan disebut perjanjian
perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.
69/PUU-XI111/2015 dimana perjanjian perkawinan secara tegas memisahkan antara
harta suami dan istri selama perkawinan. Perjanjian perkawinan dinyatakan sah
apabila dibuat sebelum perkawinan atau dibuat selama perkawinan berlangsung.
Kemudian perjanjiannya akan berlaku untuk pihak ketiga apabila perjanjian
tersebut telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Apabila perjanjian tidak
didaftarkan maka perjanjian perkawinan tersebut hanya akan mengikat untuk pihak
suami dan istri tetapi tidak akan berlaku dan mengikat pihak ketiga. Sehingga jika
tidak ada perjanjian perkawinan ini, antara suami dan istri akan diterapkan
percampuran harta.

Ketika diantara suami atau istri mengalami kepailitan, pertanyaan muncul
mengenai kedudukan harta bersama yang turut disita oleh Kurator, karena sejatinya
kepailitan yang menimpa Debitor yang telah menikah akan mempengaruhi harta

bersama yang dimiliki oleh suami istri. Karena tak jarang ditemui, pemahaman



masyarakat bahwa adanya harta bersama hanya mencakup harta yang diperoleh
semata (aktiva). Padahal harta bersama seharusnya juga mencakup utang-utang
yang timbul selama masa perkawinan (pasiva).'® Pada penelitian ini akan diangkat
studi putusan Kasasi nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang merupakan putusan
atas kedudukan harta bersama yang masuk ke dalam boedel pailit dari Debitor
(suami) yang telah dinyatakan pailit.

Secara garis besar, duduk perkara pada putusan tersebut adalah ketika
Debitor diputus dalam keadaan PKPU melalui putusan nomor 228/Pdt.Sus-
PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Atas tidak terlaksananya pelunasan utang, Debitor
dinyatakan pailit oleh Pengadilan dan Kurator dapat langsung melakukan eksekusi
terhadap daftar harta pailit (boedel pailit). Salah satu harta yang masuk ke dalam
boedel pailit ini merupakan harta bersama antara Debitor dengan istrinya, yaitu
sebidang tanah seluas 1.254 m2 (seribu dua ratus lima puluh empat meter persegi).

Setelah itu, istri Debitor mengajukan gugatan lain-lain kepada Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar mencoret tanah tersebut dalam
boedel pailit dan mengembalikan tanahnya pada kedudukan yang semula. Dasar
gugatan ini karena istri Debitor yang merasa bahwa terdapat Perjanjian Perkawinan
yang dengan tegas memisahkan harta antara dirinya dengan Debitor (suami).
Sehingga Tanah tersebut tidak seharusnya masuk dalam boedel pailit. Kemudian
atas kabulnya gugatan tersebut, tim Kurator mengajukan Kasasi tentang

penghapusan harta tersebut dalam boedel pailit. Hal ini disebabkan karena

10 Asnawi, M.N., & SHI, M., Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah
Norma, Yurisprudensi dan Pembaruan Hukum. Prenada Media, 2022. Hal 34



perjanjian perkawinan yang dimaksud istri Debitor tidak sah sehingga tidak
berkekuatan hukum.

Putusan Kasasi tersebut memutuskan mengabulkan permohonan Kurator
sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Atas
dikabulkannya permohonan tersebut, kedudukan Perjanjian Perkawinan menjadi
tidak berlaku dalam hal pemisahan harta antara Debitor dan Istrinya. Mengingat
bahwa pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang
berlaku. Maka atas dasar tersebut, tanah yang semula merupakan harta bersama
Debitor dan Istrinya tetap masuk ke dalam boedel pailit yang nantinya akan
dilakukan pemberesan oleh Kurator.

Berdasarkan paparan di atas, maka penting untuk melakukan penelitian
mengenai kepalitan yang menimpa Debitor yang telah menikah. Kondisi pailit yang
dimaksud adalah pailit terhadap harta bersama. Sehingga akan muncul persoalan
mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas utang Debitor (suami) dan
bagaimana akibat hukumnya. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mengkaji
lebih dalam mengenai kepailitan terhadap harta bersama berdasarkan aspek-aspek

hukum yang sesuai.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan untuk
memfokuskan pembahasan pada penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah

sebagai berikut.



1. Bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan dalam mekanisme kepailitan
yang memperhitungkan harta bersama sebagai harta pailit?

2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim atas kedudukan harta bersama
yang dijadikan boedel pailit berdasarkan putusan nomor 562 K/Pdt.Sus-
Pailit/2021?

3. Bagaimana akibat hukum kepailitan terhadap harta bersama pada putusan

Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021?

C. Tujuan
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perjanjian perkawinan
dalam mekanisme kepailitan yang memperhitungkannya sebagai harta
pailit.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim atas
kedudukan harta bersama yang dijadikan boedel pailit berdasarkan putusan
nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum kepailitan terhadap

harta bersama pada putusan Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

D. Manfaat
Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan

manfaat dari berbagai sudut pandang pembaca yang diantaranya sebagai berikut.
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1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan
keilmuan dan menambah wawasan terkhusus bagi peneliti dan pembaca pada
umumnya terkait dengan akibat hukum kepailitan suami/istri terhadap harta
bersama.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan solusi bagi:

a. Pasangan suami istri, dalam hal perjanjian perkawinan secara khususnya
yang perlu dipertimbangkan mengenai isi perjanjian dan masa yang tepat
dalam membuat perjanjian perkawinan. Namun secara umum, penelitian
ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap konsep kepailitan
yang dapat memengaruhi harta bersama apabila tidak terdapat perjanjian
perkawinan yang membatasi harta suami dan istri.

b. Kurator, dalam hal pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit
yang menyangkut harta bersama. Sehingga terhadap eksekusi yang
dilakukan oleh Kurator dapat dijalankan dengan baik dan tepat sesuali
ketentuan yang berlaku.

c. Hakim Pengadilan Niaga, dalam hal penjatuhan putusan terhadap
perkara kepailitan yang menyangkut harta bersama. Dimana kedudukan
perjanjian perkawinan akan turut memengaruhi posisi harta bersama
dalam boedel pailit.

d. Masyarakat umum, dalam hal menambah keilmuan dan menjadi

sumbangan pemikiran terkait permasalahan kepailitan antara suami/istri.
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E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk membatasi
fokus penelitian yang akan peneliti analisis. pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan
pada kepailitan suami sebagaimana yang tercantum dalam putusan Kasasi nomor 562
K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Penelitian ini akan mengkaji kronologi kasus pada perkara nomor
562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, pertimbangan hukum Hakim pada putusan tersebut dan
bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti kemukakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan
dan menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini.

1. Fatma Munah, Fitra Deni, “Perlindungan Hukum Istri dalam Kepailitan Suami
(Studi Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor
01/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg.)”, 2024. Dalam penelitian tersebut, teori yang
digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Kemudian
dasar hukum yang digunakan adalah UU Kepailitan dan UU Perkawinan. Selain
itu, fokus penelitian tersebut adalah putusan nomor 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg.
Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi istri
dalam kepailitan suami akan bergantung pada ada atau tidaknya perjanjian
perkawinan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada teori, dasar
hukum dan fokus penelitian yang digunakan. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu teori kepastian hukum, teori pertimbangan Hakim dan teori
kebebasan berkontrak. Pada penelitian ini, selain UU Kepailitan dan UU
Perkawinan digunakan juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XI111/2015 sebagai pembaruan mengenai jangka waktu pembuatan perjanjian
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perkawinan. Kemudian fokus penelitian ini adalah putusan nomor 562 K/Pdt.Sus-

Pailit/2021.

Adela Logika, Teddy Anggoro, “Akibat Hukum Kepailitan Suami terhadap Harta
Bersama Berdasarkan Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019PN.Jkt.Sel”, 2021. Dasar
hukum yang digunakan pada penelitian tersebut adalah UU Kepailitan dan UU
Perkawinan. Kemudian fokus penelitian tersebut terfokus pada putusan nomor
510/Pdt.G/2019PN.Jkt.Sel. Hasil peneltiannya menunjukkan akibat hukum
kepailitan suami dapat diberlakukan kepailitan bersama. Karena tidak adanya
perjanjian perkawinan, maka persatuan harta antara suami istri juga menyoroti
beban pembayaran utang yang dipikul bersama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian dan
dasar hukum yang digunakan. Pada penelitian ini, fokus penelitian adalah pada
putusan Kasasi Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Kemudian dalam penelitian ini,
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI111/2015 menjadi rujukan

terhadap jangka waktu pembuatan perjanjian.

Avita, Fifiana, Irma, “Akibat Hukum Kepailitan terhadap Individu yang Memiliki
Hubungan Kekeluargaan dalam Putusan No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo.
Putusan No. 156 K/Pdt.Sus/2011”, 2021. Pada penelitian tersebut digunakan teori
Creditor Bargain dan teori kemanfaatan. Fokus penelitian tersebut terletak pada
putusan nomor 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan nomor 156
K/Pdt.Sus/2011 yang turut menyoroti hubungan kepailitan individu terhadap ibu
dan anaknya serta pasangan kawinnya. Hasil penelitian menunjukkan hubungan

kekeluargaan ibu dan anak tidak berpengaruh terhadap kepailitan individu.
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Sementara akibat hukum terhadap suami/istri akan ditentukan dari ada atau
tidaknya perjanjian perkawinan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah teori dan fokus
penelitan yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
kepastian hukum, teori pertimbangan Hakim dan teori kebebasan berkontrak.
Kemudian fokus penelitian ini adalah putusan nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

yang hanya menyoroti akibat hukum kepailitan suami terhadap istri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian
jenis ini akan memfokuskan tentang kajian dari aturan hukum yang terkait
dengan pembahasan penelitian ini. menurut Peter M. Marzuki yang dimaksud
penelitian normatif adalah penelitian untuk merumuskan aturan hukum, asas-
asas hukum dan doktrin yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan
hukum.!* Pada penelitian ini akan diangkat perbuatan hukum yang nyata
dengan studi kasus normatif dan meninjau kesesuaian aturan hukum yang
berlaku. Sehingga penelitian ini akan mengupayakan inventarisasi pengaturan
hukum sesuai aturan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin

hukum dan yurisprudensi yang ada.

1 peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Group, Jakarta. 2007, hal 35
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2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini
adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (statutan approach). Dengan
pendekatan ini, maka akan menggarap penelitian berdasarkan
keberlakuan Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diubah
sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai kajian utamanya.

b. Pendekatan analitis (analytical approach). Dimana topik permasalahan
pada penelitian ini akan dianalisis berdasarkan bahan hukum yang
relevan. Keseluruhan dari bahan hukum tersebut akan dikumpulkan
terlebih dahulu seperti buku-buku tentang kepailitan, jurnal-jurnal
mengenai kepailitan dan harta bersama serta bahan hukum lainnya yang
kemudian akan ditarik intisari yang menyesuaikan dengan topik
penelitian.

c. Pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini
menitikberatkan pada pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas-
asas hukum yang melatarbelakangi isu permasalahan. Pendekatan ini
beranjak dari doktrin maupun pandangan ahli hukum yang berkembang

hingga saat ini.
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3. Bahan Penelitian

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mendasar yang telah

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini akan menggunakan

beberapa bahan hukum primer, yaitu:

1)

2)

3)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana Pasal 2 aturan
peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tentang keberlakuan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4443) sebagaimana telah diubah
sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6845); dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat menunjang

proses penelitian serta dapat menjelaskan lebih dalam tentang penggunaan
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bahan hukum primer. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan
beberapa bahan hukum primer, yaitu

1) Putusan Kasasi Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021;

2) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini;

3) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini;

4) Artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan penelitian ini; dan

5) Doktrin atau pendapat para ahli hukum yang dapat menguatkan

penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian merupakan teknik yang
ditujukan untuk memperoleh data maupun informasi aktual yang nantinya akan
menjawab persoalan rumusan masalah sebagaimana yang telah dipaparkan
diatas. Untuk mendukung penelitian ini, maka perlu menggunakan teknik studi
kepustakaan dengan mengumpulkan terlebih dahulu bahan hukum seperti
peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum tertulis untuk membahas
isu yang diangkat.'? Selanjutnya akan menelusuri buku-buku literatur serta
bahan hukum pendukung guna menyelesaikan penelitian ini. Kemudian juga
akan mengutip yurisprudensi yang akan dijadikan salah satu rujukan untuk

memfokuskan penelitian ini.

12 1bid. hal 21.
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5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Terhadap seluruh bahan hukum yang ada akan dianalisis secara
kualitatif, yang kemudian hasilnya akan dijelaskan menggunakan metode
interpretasi atau penafsiran pada peraturan perundang-undangan dan
yurisprudensi di atas guna menjawab permasalahan pada penelitian ini. Pada
metode ini, bahan hukum yang didapat akan ditafsirkan lebih mengerucut
seperti mendalami Pasal atau tiap kalimat dalam peraturan perundang-
undangan dan menjabarkan pengertian maupun konsep hukum agar
mendapatkan jawaban permasalahan yang lebih kompleks. Sehingga, akan

menjadi kajian yang lebih komprehensif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan yaitu teknik induktif.
Penelitian ini akan berpangkal pada hal-hal khusus lalu dikembangkan ke hal-
hal yang lebih umum. Pada hal-hal yang khusus (premis minor), penelitian ini
akan menarik kesimpulan berdasarkan kasus yang termuat dalam putusan
nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 mengenai kedudukan perjanjian perkawinan
terhadap harta bersama yang masuk dalam boedel pailit. Kemudian dilanjutkan
dengan penggunaan premis mayor berupa konsep-konsep hukum yang berlaku
dengan menarik kesimpulan mengenai konsep kepailitan dari fakta-fakta
hukum yang termuat secara khusus dalam putusan. Penggabungan dua premis
ini akan menjadi sebuah konklusi yang mampu untuk memberikan jawaban

atas permasalahan pada penelitian ini.
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